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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang
tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia memerlukan
norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-
hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku
dimasyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan
dipatuti, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi
bagi siapa saja yang melanggarnya.

Angka kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke
waktu. Hal tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi bangsa ini yang membuat
masyarakat kita jauh dari kata sejahtera, banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih
berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi yang demikian membuat mereka mau
melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dengan
melakukan tindak kejahatan. Tentunya semua pelaku tindak kejahatan akan di pidana
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapapun.

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara,
pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana.
Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua),
yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara,
kurungan (UU No. 20 Tahun 1946) dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari
pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman

putusan hakim.



Pidana penjara merupakan jalan terakhir (ultimum remidium) dalam sistem
hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak
asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi,
salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi
keberadaannya.

Mengenai tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya
Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Van Bemmelen seorang ahli
pidana menganut teori gabungan mengatakan :

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan

ini dimaksudkan mengamankan dan memeliharan tujuan. Jadi pidana dan

tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam
kehidupan bermasyarakat”.!

Pada zaman penjajahan Belanda tujuan hukuman di Indonesia menggunakan
sistem kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan perlakuan terhadap narapidana
bertitik tolak pada pemikiran yang rasional yaitu bahwa manusia yang melanggar hukum
adalah sebagai manusia yang jahat bahkan ada kalanya dipandang bukan sebagai
manusia. Hal ini tercermin pada sistem perlakuan yang pelaksanaanya bersifat menindas
dan bentuk bangunan penjara yang pada umumnya memberikan kesan bahwa sistem
pidana yang ditujukan pada narapidana adalah agar mereka patuh dan taat kepada hukum
yang berlaku. Pandangan tersebut memang mempunyai tujuan untuk memperbaiki
narapidana, akan tetapi fokus perlakuannya ditujukan pada individu Narapidana dengan
peningkatan penjagaan dalam penjara secara maksimal dengan isolasi yang ketat serta
peraturan-peraturan yang keras. Hal ini bukan saja menumbulkan penderitaan fisik saja

tetapi juga penderitaan psikis, karena bukan saja kehilangan kemerdekaannya dalam

! Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hal. 32.



bergerak tetapi juga mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia (Hak Asasi
Manusia).

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan
mendasarkan pada pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sistem pemenjaraan dirubah
dengan sistem pemasyarakatan.

Untuk mempersiapkan narapidana mengintegrasikan kembali ke masyarakat,
maka kepada narapidana perlu diberikan keterampilan kerja sebagai bekal hidupnya.
Keterampilan ini ditujukan kepada narapidana agar menjadi tenaga yang terampil yang
menjadi elemen penting dalam pembangunan nasional, seperti memberikan keterampilan
mekanik, menjahit, pendidikan, dan lain-lain. Dengan pembinaan ini, narapidana
diharapkan dapat bersosialisasi dengan baik ketika terjun kembali ke masyarakat.

Pada tanggal 27 April 1964 sistem pemasyarakatan diresmikaan sebagai suatu
sistem pembinaan narapidana menggantikan sistem kepenjaraan. Dalam sistem
pemasyarakatan berpandangan bahwa pemasyarakatan tidak lagi semata-mata sebagai
tujuan dari penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem serta cara pembinaan
terhadap narapidana dengan cara pendekatan dan pengembangan potensi yang ada dalam
masyarakat, individu narapidana sehingga nantinya narapidana memiliki keterampilan.

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada
tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara

pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,



memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas dari sistem pemasyarakatan

adalah Pancasila sebagai falsafah Negara, sedangkan tujuannya disamping melindungi

keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar setelah selesai

manjalani pidanannya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna.

Selain mengatur berbagai aspek terait dengan pemasyarakatan sebagaimana telah

disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan juga

mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana. Pasal 14 ayat (1) merumuskan sebagai

berikut:

Narapidana berhak :

a.

b.

C.

melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

menyampaikan keluhan;

mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak
dilarang;

mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

mendapatkan pembebasan bersyarat;



I.  mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa salah satu hak dari narapidana adalah
memperoleh pembebasanbersyarat. Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 huruf b
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan
narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15
dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22, dan Pasal 29
Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai
pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang sedang menjalani
pidana di LP Kendal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di
LP Kendal?
2. Bagaimanakah Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan

Bersyarat kepada Narapidana di LP Kendal

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat

di LP Kendal.



2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan solusi dalam pelaksanaan

pembebasan bersyarat di LP Kendal.
D. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan
memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada
umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis.

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis,
sekaligus untuk mengetahui sejaun mana kemampuan penulis dalam
menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada
masyarakat khususnya pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan Balai
Pemasyarakatan mengenai Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

c. Melengkapi syarat akademis guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah menggambarkan prosedur dan teknik penelitian yang
akan digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menggunakan metode
penelitian sebagai berikut:
1. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu

metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata



dan meneliti sebagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.? Pendekatan
yuridis sosiologis atau socio legal research, yaitu cara atau prosedur yang digunakan
untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa
bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian
dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.
Penelitian ini dimaksudkan dengan penelitian untuk menemukan in concreto yakni
pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana.’
2. Spesefikasi Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat
deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian deskriptif secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fenomena pada saat ini atau pada saat
yang lampau di daerah tertentu.*
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di LP Kelas Il A Kendal, JI. Soekarno-Hatta Kendal.
4. Jenis Data dan Bahan Hukum
Jenis data dalam penelitian ini berupa dua jenis data, yaitu data primer dan data
sekunder.
a. Data Primer
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari
sumber asli atau pihak pertama, yaitu berupa hasil wawancara dengan
mengajukan beberapa pertanyaan dengan petugas LP Kelas 11 A Kendal.

b. Data Sekunder

2 Sutrisno Hadi. Metode Research Jilid I. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta. 1984. Hal. 19.
3 Andri Winjaya Laksana, Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem
Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. lll No. 2 Mei
— Agustus 2016, Hal. 256

4 A. Farchan. Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta. 2004. Hal. 54.



Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan

yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum yang

disusun, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum yang diperinci bab demi

bab sebagai berikut:

BAB |

BAB I

BAB Il

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang pendahuluan meliputi Latar
Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,
Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang: Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan, Pembebasan
Bersyarat (Voorwaardelijke Invrjheids Stelling), Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS), serta Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana dalam Perspektif
Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh
di lapangan dan pembahasan mengenai: a) Pelaksanaan Pemberian
Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di LP Kendal. b) Kendala dan

Solusi dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada



Narapidana di LP Kendal

BAB IV PENUTUP
Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisikan beberapa
kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas
dan Saran merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian berdasarkan
pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA



